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ABSTRAK 
 
ANDI ANISA AGUNG, B111 10289, Analisis Yuridis Mekanisme 
Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintahan. (Dibimbing oleh Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku 
pembimbing I dan Kasman Abdullah, S.H., M.H. selaku pembimbing 
II).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengisian 
Jabatan Struktural secara terbuka di lingkungan instansi pemerintahan 
dan untuk mengetahui legitimasi pengisian Jabatan Struktural secara 
terbuka di lingkungan instansi pemerintahan, dalam hal ini di Pemerintah 
Kabupaten Maros.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
dengan pendekatan teoritis dan case study. Teknik pengumpulan data 
berupa penelitian kepustakaan (literature research) dan penelitian 
lapangan (field research). Data dilengkapi dengan data primer dari analisis 
kepustakaan dan normatif, dan data sekunder dari data yang diperoleh di 
lokasi penelitian, berupa: hasil wawancara dan peraturan perundang-
undangan terkait dengan metode analisis kualitatif berbasis paradigma 
hukum. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Maros 
Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kantor Pemerintah Kota 
Makassar, Bagian Kepegawaian Daerah (BKD). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pengisian jabatan 
struktural secara terbuka dimulai dengan proses pengumuman, 
pelaksanaan seleksi berupa: Seleksi Administrasi dan Kompetensi, dan 
Pengumuman Hasil Seleksi. Prosedur tersebut telah dilaksanakan di 
Kabupaten Maros melalui Keputusan Bupati Maros No. 
35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 Tentang Mekanisme, Prosedur dan Sistem 
Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III Dan Kepala Sekolah 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Pada esensinya, Keputusan 
tersebut secara yuridis memiliki legitimasi dan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan lainnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara merupakan kesatuan organisasi jabatan-jabatan 
(ambtenorganisatie1) yang menjalankan fungsinya berdasarkan tataran 
organ yang disusun sedemikian sistematisnya agar mampu mencapai 
tujuan negara secara kolektif dan berkesinambungan. Pencapaian tujuan 
tersebut diwujudkan melalui tindakan pemerintah yang merupakan 
penggerak nyata dari negara dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya. 
Tidak bisa dipungkiri, semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat 
saat ini juga mendorong semakin berkembangnya tindakan pemerintah 
yang mampu mewadahi berbagai kompleksitas tersebut. Hal inilah yang 
diamini oleh Satjipto Rahardjo yang mengungkapkan bahwa hukum tidak 
berada dalam vacuum2 melainkan harus melayani masyarakat tertentu3. 
Dalam artian bahwa hukum bukanlah sesuatu yang rigid, melainkan terus 
bergerak menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika kehidupan 
masyarakat agar senantiasa mampu berjalan dengan efektif dalam 
                                                           
1
 Ambtenorganisatie secara harfiah berasal dari Bahasa Belanda yang berarti organisasi 
jabatan-jabatan. Istilah ini dirumuskan oleh Logemann yang mengartikan hakikat negara yang 
merupakan kesatuan dari jabatan-jabatan yang tersusun secara sistematis dan menjalankan 
fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. 
2
 Kata vacuum merupakan bahasa Inggris yang diartikan sebagai pakum, kekosongan, 
atau ruang hampa; yang dimaknakan sebagai keadaan statis dari suatu hal. 
3
 Moh. Mahfud MD, Amanademen Kelima UUD 1945 (Jakarta, 2008) Hal. 19 
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memenuhi rasa keadilan bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertinggi. 
Adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan 
khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintah 
sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut seringkali ditandai 
dengan maraknya berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga 
masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang selama ini dirasakan 
seringkali sangatlah mengecewakan, terutama dalam hal menerjemahkan 
berbagai aspirasi dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat4.  
Dalam upaya menjawab berbagai tuntutan tersebut, maka 
dilakukanlah perubahan-perubahan dalam aspek pemerintahan guna 
mengoptimalkan kinerja pemerintah di dalam masyarakat. Salah satu 
perkembangan atau perubahan mendasar, dilakukan melalui reformasi 
birokrasi dalam bidang tata kelola pemerintahan di Indonesia. Reformasi 
birokrasi merupakan sebuah agenda utama dalam era egalitarian saat ini 
yang semakin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum 
(rechtstaat) yang mengamanatkan bahwa segala sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara harus dilangsungkan dengan berasaskan pada 
ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata (machtsaat).  
Seiring dengan semakin berkembangnya era reformasi saat ini, 
terlebih setelah empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945, maka terjadi pula perubahan mendasar 
                                                           
4
Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Makassar, 2013) Hal. 1 
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dalam pola penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Joko Widodo 
mengemukakan bahwa paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah 
mengalami pergeseran dari rule government menjadi good governance, 
dan dari sebuah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi5. Sistem 
sentralistik yang secara historis dianut oleh Indonesia beberapa tahun 
yang lalu diubah dengan penerapan sistem desentralistik sebagaimana 
amanat Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Sistem sentralistik dianggap kurang relevan diterapkan di Indonesia 
mengingat kekuasaan pemerintahan bersifat terpusat kurang menghargai 
adanya pos-pos pemerintahan di daerah yang secara vertikal lebih 
memiliki kedekatan langsung dengan rakyat. Indonesia yang bersifat 
mulitietnik harus menghargai dan mengapresiasi adanya kesatuan 
daerah. Oleh karena itu, penerapan prinsip otonomi daerah saat ini 
sangatlah relevan dalam mengakomodasi kepentingan rakyat secara 
responsif. 
Penerapan sistem desentralisai (otonomi daerah) telah 
menyebabkan terjadnya pergeseran atau pengalihan kewenangan 
pengurusan dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah baik pada 
tataran provinsi, kabupaten, maupun kota. Oleh S.H. Sarundajang 
disebutkan, bahwa telah terjadi arus balik kekuasaan pusat ke daerah 
untuk menata sistem pemerintahan daerah yang dapat menjawab tuntutan 
                                                           
5
Ibid. Hal. 3 
4 
 
perubahan yang berlangsung secara cepat.6 Hal ini dimaksudkan agar 
struktur pemerintahan menjadi lebih ramping, efektif, dan efisien.  
Salah satu agenda reformasi yang seirama dengan semangat 
otonomi daerah adalah adanya pembaharuan pemerintahan baik di pusat 
maupun di daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan 
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah.  
Adanya pengakuan tentang pemerintahan daerah di merupakan semangat 
dasar dari otonomi daerah. Reformasi birokrasi tidak hanya dilangsungkan 
di pemerintah pusat tetapi dengan dicetuskannya prinsip otonomi daerah 
maka reformasi birokrasi juga berlangsung di pemerintahan daerah. 
Meskipun demikian, di balik semua upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah dengan berusaha mengefisienkan tataran birokrasi yang ada, 
termasuk dengan mengadopsi konsep tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance) tetap belum sepenuhnya dapat memberi jaminan akan 
terlaksananya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Bahkan masih 
banyak ditemukan berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang 
menyimpang (bad governance7) seperti; masih terjadi berbagai tindakan 
atau perbuatan korupsi, masih maraknya pungutan liar mudah terkena 
suap, penggelembungan anggaran belanja, dan sebagainya. 
                                                           
6
 Ibid. 
7
 Bad Governance berarti tata kelola pemerintahan yang buruk. Istilah ini merupakan 
perlawanan dari istilah Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik), yang diartikan 
sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya. 
5 
 
Berbagai masalah tersebut salah satunya disebabkan oleh 
pengetahuan dan pemahaman aparatur pemerintahan terhadap konsep 
good governance tidaklah begitu memadai. Dalam arti, bahwa penerapan 
terhadap konsep tersebut tidak memperhitungkan sisi kemampuan dan 
kapasitas dari aparatur pemerintahan kita sehingga akibatnya 
pelaksanaan konsep tata kelola pemerintahan yang baik itu belumlah 
berjalan sebagaimana yang diharapkan. 
Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good 
governance) tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan 
kapabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan tentunya tidak akan 
banyak mengubah wajah penyelenggaraan pemerintahan kita. Dalam arti 
bahwa harapan masyarakat akan terlaksananya peran dan fungsi serta 
tugas pemerintahan secara optimal tetap akan jauh dari apa yang 
seharusnya dilakukan sehingga dapat memenuhi aspirasi dan 
kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat8. 
Pada era reformasi ini, upaya untuk mewujudkan sistem 
pemerintahan yang demokratis, bersih, dan berwibawa telah menjadi 
prioritas utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Salah satu upaya 
reformasi itu adalah penataan aparatur pemerintah9. Pembaharuan sistem 
ketatanegaraan dapat diaktualisasikan dengan perubahan paradigma 
penyelenggaraan pemerintahan dalam pengaturan komprehensif 
                                                           
8
Ibid. Hal. 2 
9
 Sri Hartini, dkk. Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta, 2010) Hal. 5 
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mengenai jabatan pemerintahan yang dapat mengagregasi secara tepat 
kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat. 
Oleh karena itu, untuk menyempurnakan reformasi birokrasi yang 
dikehendaki, maka selain adanya perubahan konsep dalam struktur 
pemerintahan, juga perlu dilakukan upaya untuk menempatkan orang-
orang atau aparatur yang tepat dalam mengisi jabatan dalam struktur 
pemerintahan tersebut (the right man on the right position)10. 
Dengan kata lain, reformasi birokrasi memiliki korelasi yang erat 
dengan pengaturan secara komprehensif dan sistematis mengenai 
jabatan-jabatan dalam pemerintahan daerah baik di tingkat propinsi 
maupun kabupaten/kota. Dimana untuk mencapai reformasi birokrasi yang 
tepat, maka diperlukan mekanisme pengisian jabatan-jabatan secara tepat 
pula. 
Sayangnya, otonomi daerah yang merupakan sebuah konsep ideal 
kemudian ditafsirkan secara ekstensif oleh para kaum teknokratik di 
daerah dengan secara bebas mengatur kebijakan-kebijakan daerahnya 
tanpa berkiblat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 
perihal pengisian jabatan dalam struktur pemerintah daerah. Kewenangan 
khusus yang diberikan seolah menjadi alasan atas tindakan sewenang-
                                                           
10
 The right man on the right position merupakan istilah yang berasal dari adagium The 
right on the right place yang bermakna penempatan orang yang tepat pada tempat atau posisi yang 
tepat pula. Istilah ini jika dikaitkan dengan pengisian jabatan diartikan sebagai suatu bentuk 
pengisian jabatan secara ideal dan proporsional dengan menempatkan orang-orang dalam suatu 
jabatan sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. 
7 
 
wenang yang tidak lagi sesuai dengan nilai keadilan dalam prinsip negara 
hukum. 
Jabatan dalam pemerintahan daerah merupakan organ urgentif 
dalam mengakselerasi pembangunan daerah dan pada hakikatnya terbagi 
atas jabatan fungsional dan jabatan struktural. Ketika jabatan fungsional 
menekankan pada tataran jenjang karir atau fungsional kepegawaian, 
pengisian jabatan struktural yang lowong justru cenderung dipenuhi 
dengan praktik kekerabatan politis dan nepotisme, yang merupakansalah 
satu permisalan dari kegagalan prinsip desentralisasi saat ini. Hal inilah 
yang kemudian mencederai perlindungan terhadap hak asasi setiap orang 
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.  
Jabatan struktural merupakan suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara, misalnya 
Lurah dan Camat. Pada dasarnya pengangkatan PNS dalam jabatan 
struktural telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni 
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama 
Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Sebenarnya peraturan ini 
tidak menetapkan ketentuan baku dalam mengatur tentang mekanisme 
dan prosedur pengangkatan PNS dalam jabatan struktural melainkan 
hanya sebatas persyaratan dan pihak yang berwenang dalam melakukan 
pengangkatan. Oleh karena itu tidak heran jika di masyarakat, proses 
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pengangkatan PNS dalam jabatan sering dikaitkan dengan praktik 
korupsi, kolusi, nepotisme, money politic, sistem yang tertutup, balas jasa, 
atau pun kedekatan politik dengan penguasa.  
Hal seperti ini secara tersirat bersesuaian dengan pandangan 
Plato.Pada karyanya yang berjudul The Laws, Plato meninggalkan idenya 
agar negara diperintah oleh orang-orang bebas dan cendekia, karena 
Plato menyadari sulitnya mendapatkan orang dengan kualitas itu. Plato 
kemudian berpandangan bahwa negara harus melaksanakan keadilan 
berdasarkan kaidah-kaidah tertulis11. Pandangan ini mengisyaratkan 
bahwa pengisian jabatan pemimpin dalam pemerintahan haruslah 
berdasarkan hukum positif yang berlaku dan mengutamakan rasa 
keadilan masyarakat secara umum dan menyeluruh, bukan atas dasar 
keinginan semata sekalipun dengan mengalibikan kualitas yang berusaha 
diangkat secara subjektif. 
Maka untuk menjawab problematika ketidakteraturan mengenai 
pengangkatan jabatan struktural tersebut, pemerintah berusaha 
menjabarkan pengaturannya melalui Surat Edaran Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-
RB) No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural 
yang Lowong di Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanahkan 
bahwa pengangkatan jabatan struktural dapat dilakukan secara terbuka 
dengan syarat berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. 
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Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta, 2002) Hal. 258 
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Terkhusus di pemerintahan daerah, Walikota atau Bupati sebagai 
pejabat Pembina kepegawaian di daerah berwenang dalam mengangkat 
dan memberhentikan pejabat struktural di daerah otonomnya. Masalah 
yang paling kronis pada hakikatnya muncul pada saat proses 
pengangkatan jabatan struktural yang lowong di pemerintah daerah. 
Mekanisme pengangkatan masih cenderung dilakukan secara tertutup 
sehingga kesempatan dalam menduduki jabatan tertentu dalam 
pemerintahan semakin terbatas. Mekanisme pengangkatan jabatan 
struktural yang lowong tidak dijabarkan secara baku dalam Peraturan 
Pemerintah melainkan hanya dijabarkan dalam Surat Edaran 
KEMENPAN-RB No. 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Instansi Pemerintah, yang 
secara yuridis hanya bersifat imbauan, yang mensyaratkan adanya proses 
pengangkatan jabatan struktural yang lowong di pemerintahan secara 
terbuka dengan ketentuan dan prosedur yang telah dijelaskan secara 
sistematis dalam surat edaran tersebut. 
Untuk mengatasi problematika pengisian jabatan struktural, juga 
demi menjamin implementasi hak asasi setiap orang dalam pemerintahan, 
maka dibuatlah sebuah terobosan tindakan pemerintah dengan 
melakukan metode pengisian jabatan secara terbuka. Metode ini 
kemudian marak diperbincangkan ketika mulai diterapkan Pemerintah 
Daerah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Joko Widodo, dan 
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berusaha dipopulerkan dengan istilah „lelang jabatan12‟ yang berdasar dari 
Surat Edaran KEMENPAN-RB tersebut dan dilegitimasi dengan Peraturan 
Gubernur DKI Jakarta. Meskipun demikian, metode pengisian jabatan 
struktural tersebut sebenarnya telah diterapkan sebelumnya di wilayah 
Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.   
Sistem pengangkatan jabatan struktural ini di satu sisi bersifat 
ekstrim tetapi di sisi lain merupakan kebijakan reformis dalam 
memberantas nepotisme dalam bidang kepegawaian dan untuk juga 
mencapai tujuan penempatan persona atau orang pada jabatan sesuai 
dengan kualifikasinya. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan reformis 
mengingat kebijakan tersebut belum lazim digunakan di Indonesia.  
Meskipun demikian, karena sifatnya yang masih belum lazim 
tersebut, metode atau mekanisme pengisian jabatan secara terbuka ini 
dalam penerapannya masih menuai berbagai kontroversi atau perdebatan 
mengingat dasar hukum yang ada dan berlaku saat ini dinilai belum 
memadai untuk melaksanakan mekanisme tersebut, sehingga 
dikhawatirkan akan menjadi kebijakan yang „cacat hukum‟ dan cenderung 
bersifat mengedepankan kekuasaan sebagai kepala daerah (machtstaat) 
semata. Dengan kata lain, permasalahan yang muncul kemudian adalah 
bagaimana mekanisme dan keabsahan atau legitimasi dari sistem 
pengisian jabatan terbuka tersebut. 
                                                           
12
Istilah „Lelang Jabatan‟ merupakan istilah tidak baku dari pengisian jabatan secara 
terbuka, yang dimaksudkan untuk lebih mempopulerkannya di masyarakat mengingat mekanisme 
tersebut dimaksudkan untuk mengutamakan asas keterbukaan bagi masyarakat. 
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Tidak hanya itu, tidak adanya mekanisme baku mengenai sistem 
tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan sistem tersebut 
hanya akan bergantung pada kepemimpinan dari Kepala Daerah 
sedangkan aspek keabsahannya juga diperdebatkan mengingat 
pelaksanaan sistem ini hanya didasarkan pada Surat Edaran 
KEMENPAN-RB yang apabila dikaji secara yuridis tidak memiliki 
koherensi dengan peraturan diatasnya atau tidak secara frontal 
berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. 
Selain itu, mekanisme pengisian jabatan secara terbuka cenderung 
menimbulkan keambiguan terhadap peran dari Badan Pertimbangan 
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang sebelumnya mengusulkan 
daftar calon pejabat kepada Walikota/Bupati sebagai Pejabat Pembina 
Kepegawaian Daerah. Mekanisme yang ada saat ini tidak memiliki 
standardisasi yang relevan dalam menilai kapabilitas dan profesionalitas 
calon pejabat, melainkan hanya mengutamakan keterbukaan 
dibandingkan akuntabilitas. Hal tersebut merujuk pada mekanisme 
pengisian jabatan secara terbuka yang memperbolehkan adanya 
perubahan jabatan yang diemban dari kualifikasi dasar yang dimiliki 
pejabat bersangkutan. Tidak hanya itu, dari segi pendanaan pun, 
mekanisme ini cenderung kurang efisien dan berlebihan ketimbang 
apabila dilakukan pengisian jabatan yang dipilih secara sederhana atau 
melalui mekanisme pengangkatan langsung. 
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Berdasarkan uraian mengenai berbagai kontroversi menyangkut 
pengisian jabatan struktural secara terbuka yang belum dikenal secara 
umum oleh masyarakat tersebut, maka penulis menjadi sangat tertarik 
untuk membahasnya lebih lanjut, khususnya menyangkut mekanisme dan 
legitimasi pengisian jabatan struktural secara terbuka tersebut, dalam 
sebuah karya tulis atau skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Mekanisme 
Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintahan. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis 
menjabarkan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah mekanisme pengisian Jabatan Struktural secara 
terbuka di lingkungan instansi pemerintahan? 
2. Bagaimanakah legitimasi pengisian Jabatan Struktural secara 
terbuka di lingkungan instansi pemerintahan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis 
menjabarkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengisian Jabatan Struktural 
secara terbuka di lingkungan instansi pemerintahan. 
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2. Untuk mengetahui legitimasi pengisian Jabatan Struktural 
secara terbuka di lingkungan iInstansi pemerintahan. 
  
D. Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, 
karya tulis ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dengan karay tulis ini. Karya 
tulis ini diharapkan akan berguna dan bermanfaat, sebagai berikut: 
a. Secara akademis 
Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi,  
rekomendasi, dan referensi bagi penulis berikutnya, khususnya 
yang berkaitan dengan konsep manajemen pegawai. 
b. Secara praktis 
Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam pengambilan 
keputusan pemerintah daerah khususnya dalam masalah 
manajemen pegawai. 
c. Bagi individu 
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 
penulis dalam mempraktikan teori-teori yang diperoleh di bangku 
perkuliahan dan sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan 
tugas dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan studi pada 
program Studi Hukum Tata Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teoretik Tentang Jabatan 
1. Pengertian Jabatan 
Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar „jabat‟ yang 
ditambah imbuhan –an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau 
organisasi  yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”13. 
Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh 
Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah14: 
”...Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan 
untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan 
disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat 
pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.” 
Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian 
dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi 
dengan baik.15Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam 
kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut 
                                                           
13
 Poerwasunata, W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta : Balai 
Pustaka,2003) 
14
Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli Over de Theori 
Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum Tata 
Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124. 
15
Ibid hlm. 121. 
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pemangku jabatan.16 Apakah pemangku jabatan berwenang mewakilkan 
jabatan kepada orang lain? Logemann menjawabnya bahwa “dalam hal ini 
perlu ditempatkan figura-subsitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili 
jabatan itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku 
jabatan”.17Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku 
jamak. Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak 
sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan. 
Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah 
dikemukakan oleh Logemann berpendapat, bagian yang terbesar dari 
Hukum Negara (Staatsrecht) adalah peraturan-peraturan hukum yang 
menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi 
negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani: 
1. Pembentukkan jabatan-jabatan dan susunannya 
2. Penunjukan para pejabat. 
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan. 
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada 
jabatan. 
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan 
jabatan itu meliputinya. 
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama 
lain. 
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Ibid hlm. 134. 
17
Ibid, hlm. 135. 
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7. Peralihan jabatan. 
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.18 
Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara 
sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya 
disebut Teori Jabatan.19Sedangkan pengertian jabatan dirumuskan dalam 
frasa jabatan negeri, yang diartikan sebagai jabatan dalam bidang 
eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi 
negara, dan kepaniteraan pengadilan20. 
Logemann menempatkan “jabatan“ dari aspek negara sebagai 
organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan 
dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut 
sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagaiorganisasi jabatan 
yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari 
fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. 
Jabatan muncul sebagai pribadi (persoon) atau subjek hukum, yang 
dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan 
hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui “pejabat” atau 
“pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara 
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Ibid , hlm. 144. 
19
Pudja Pramana KA, 2009, Ilmu Negara, hlm. 285 
20
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian  
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pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai 
Prive. 
Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan 
dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut 
memberikan penjelasan, yaitu21 : 
1) Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, 
misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat. 
2) Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan 
usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses 
bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam 
kondisi jabatan tertentu. 
3) Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang 
memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada 
dalam satu unit organisasi. Jabatan atau occupation adalah 
sekumpulanpekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang 
mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan 
organisasi. 
Selanjutnya dikutip dari Utrecht  dalam bukunya yang berjudul 
Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa22 : 
                                                           
21
Budi. 2013. Pengertian Jabatan. Diakses Melalui 
http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan/ pada tanggal 22 Desember 2013 Pukul 13.22 
Wita 
22
Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, cetakan ke empat, 
Jakarta, 1957 
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“Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan 
dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)” 
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai  Negeri Sipil dalam susunan 
sesuatu satuan organisasi.  Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut 
strukturil yang menunjukan secara tegas kedudukan dalam rangkaian 
jabatan yang ada dala organisasi, seperti Direktur, Sekertaris, dan dapat 
ditinjau  dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan  dalam suatu organisasi seperti  juru ketik, peneliti, dan juru 
kesehatan23.Pengadaan Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang 
berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, 
dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di 
berbagai tempat.24 
2. Pengisian Jabatan 
Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka 
direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
yang ada dalam organisasi. Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja 
adalah the right man on the right place (penempatan orang yang tepat 
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Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir. Diakses Melalui 
http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/ Pada 
Tanggal 24 Desember 2013 Pukul 19.32 Wita 
24
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok 
kepegawaian 
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pada tempat yang tepat). Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan 
baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Adanya analisis tugas jabatan (job analisys) yang baik, suatu 
analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifat-
sifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan 
syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan 
menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu. 
2. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) 
dari masing-masingpegawai yang terpelihara dengan baik dan 
terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat 
diketahui tentang sifat, kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan 
lain-lain dari masing-masing pegawai.25 
Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode 
pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan 
maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik 
dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah26. 
Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat mana pun 
dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang 
dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi 
tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan 
itu berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan itu 
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Sri Hartini, dkk. Hukum Kepegawaian di Indonesia. (Jakarta, 2010), 97.  
26
C.S.T. Kansil. Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta, 2005) Hal. 222 
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pun beragam pula kualitasnya. Ada pemilihan yang sangat pendek dan 
bahkan bersifat serta merta tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan. 
Pertimbangannya mungkin karena sudah kenal baik sejak lama, atau 
memang karena ada hubungan keluarga, sehingga terpaksa tutup mata 
walaupun terdapat kekurangan-kekurangan pada yang dipilih. Tiba di 
mata dikedipkan, tiba di perut dikempiskan, demikian kata pepatah lama. 
Pepatah yang kurang atau tidak mengindahkan objektivitas. 
Ada proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat 
berbelit-belit. Apakah proses yang demikian ini sudah menjamin 
kebenaran, keadilan, dan objektivitas sehingga diperoleh hasil yang 
bermutu tinggi? Ini pun belum tentu menghasilkan seperti yang 
disyaratkan itu. Seringkali panjangnya prose situ justru menutupi 
kekurangan-kekurangan dari proses, maupun yang diproses, sehingga 
tidak banyak orang yang mengetahui kelemahan proses itu. 
Namun tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik. 
Sebelum seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka 
dengan ukuran-ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua 
orang tentang kebenaran, keadilan, dan objektivitasnya. Pemilihan yang 
terbuka memungkinkan terbuka pula kesempatan seluas-luasnya untuk 
mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih. Persaingan 
secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih baik. 
Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan 
objektivitasnya akan diterima semua pihak, karena penerapannya yang 
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sama terhadap semua yang ikut dalam persaingan sehat itu. Artinya, tidak 
sedikitpun hal-ha yang disembunyikan yang menimbulkan kesangsian dan 
kecurigaan atas kebenaran hasil pemilihan27. 
Pemilihan itu akan lebih bermutu lagi hasilnya bilamana yang 
memilih itu tidak hanya satu orang. Sebab bagaimanapun, orang itu akan 
menyatakan bahwa pemilihan itu sudah berlaku adil dan seobjektif 
mungkian, akan tetapi sukar sekali dihilangkan sifat subjektivitasnya 
sebagai manusia biasa. Yang Mahaadil yentu hanya Tuhan, dan manusia 
bukan Tuhan. Adapula proses pengangkatan yang lebih tidak melalui 
proses pemilihan secara terbuka, melainkan hanya menjadi wewenang 
atau hak penuh dari pejabat tertentu untuk menentukan pejabat dalam 
suatu jabatan yang dikehendakinya. 
Ciri khas yang melekat pada lembaga pegawai negeri adalah 
hubungan dinas publik. Menurut Logemann, bilamana seseorang 
mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari pemerintah untuk 
melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan 
pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Berarti inti dari hubungan 
dinas publik adalah kewajiban bagi pegawai yang bersangkutan untuk 
tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang 
berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima 
tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang telah ditentukan 
oleh pemerintah, sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seseorang 
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pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya penyesuaian 
kehendak dari yang bersangkutan28. 
 
B. Pemerintah dan Pemerintahan 
 
1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan 
Istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti 
menyuruh melakukan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah 
negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara 
seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Hal ini berbeda, 
istilahpemerintahan diartikan dengan perbuatan (cara, hal urusan dan 
sebagainya) memerintahkan29. 
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 
membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah 
tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama 
halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia30. 
Pemerintah Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata 
perintah, yang dapat diartikansebagai berikut31 : 
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Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah,Pustaka Bani 
Quraisy:2005. Hal 63 
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pada tanggal 27 Desember 2013 Pukul 18.22 Wita 
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Muhaemin.Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan.Diakses Melalui 
http://www.slideshare.net/Muhaemin93/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan pada tanggal 28 
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a) Melakukan pekerjaan menyuruh/ perkataan yang menyuruh 
melakukan sesuatu; 
b) Badan yang melakukan kekuasaan memerintah/ kekuasaan 
memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan negara 
tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet 
termasuk pemerintahan); 
c) Perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah 
tersebut. Dari pengertian tersebut terdapat perbedaan antara 
pemerintah denganpemerintahan. Pemerintah dapat diartikan 
sebagai kekuasaan memerintahsuatu negara, sedangkan 
pemerintahan sebagai perbuatan atau cara dalammemerintah. 
Rumusan pengertian dari pemerintah juga dikemukakan oleh 
beberapa ahli, di antaranya32: 
1) Sayre (dalam Suradinata): pemerintah sebagai lembaga 
negara yang terorganisir yang memperlihatkan dan 
menjalankan kekuasaannya. 
2) Suradinata: pemerintah adalah organisasi yang mempunyai 
kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan 
masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka 
mencapai tujuan negara. 
3) Ndraha: pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara 
atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai 
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alat untuk mencapai tujuan.Dengan demikian, pada umumnya 
pemerintah adalah sekelompok individu yangmempunyai 
wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan atau 
sekelompokindividu yang mempunyai dan melaksanakan 
wewenang yang syah dan melindungiserta meningkatkan 
melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan 
yangdibuat pemerintah berdasarkan perundang-undangan baik 
tertulis maupun tidak. 
Pengertian pemerintah dalam rangka hukum administrasi 
digunakan dalam arti “PemerintahanUmum” atau “Pemerintahan Negara”. 
Pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam 
arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), dilain pihak dalam arti 
“organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan 
pemerintahan).Kedua pengertian tersebut akan dibahas secara singkat 
dalam bagian ini 33. 
Pemerintah dalam arti luas, merupakan seluruh kegiatan 
pengusaan negara oleh lembaga pemegang kekuasaan negara dalam 
rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintah dalam arti 
sempitdiartikan sebagai pelaksana penguasaan negara yang merupakan 
kegiatan penyelenggaraan eksekutif untuk memberikan pelayanan umum 
dan mengangkat kesejahteraan rakyat. 
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Terminologi Pemerintah dan Pemerintahan memiliki pengertian 
yang berbeda. Pemerintahan dalam arti luas (government in broader 
sense), meliputi keseluruhan fungsi yang ada dalam negara. Ditinjau dari 
teori trias politika, pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan 
membentuk undang-undang (kekuasaan legislatif), kekuasaan 
melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), dan kekuasaan 
mengadili (kekuasaan yudisial). Dengan lain kata pemerintahan dalam arti 
luas yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-
masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah34 :  
a. Kekuasaan legislatif yang terbatas; 
b. Kekuasaan eksekutif; dan 
c. Kekuasaan yudisial yang terbatas. 
Pemerintahan kekuasaan diatas berdasarkan teori Trias Politica 
dari Montesquieu. Kaitan pada triaspolitica, yang sebenarnya pada saat 
sekarang ini masih berlaku hanya secara terbatas, memungkinkan 
menunjuk pada suatu aspek penting dari pemerintahan. Bukankah harus 
diadakan pemisah antara “suatu pembentukan keputusan politik” dengan 
“pemerintahan”?.  “Politik” itu menjalankan pemerintahan dan menetapkan 
undang-undang, secara singkat mengeluarkan perintah-perintah, 
mengaturarah. “Pemerintahan”  mengurus pelaksanaan mengurus dari 
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perintah/tugas-tugas. Dengan kata lain, pemerintahan itu “mengabdi” pada 
kekuasaan politik35.  
Tetapi, menurut Van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas 
berbeda dengan teori trias politica. Menurut van Vollenhoven 
pemerintahan dalam arti luas mencakup 36: 
a. Tindakan/kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (bestuur) 
b. Tindakan/kegiatan polisi (politie) 
c. Tindakan/kegiatan peradilan (rechts praak) 
d. Tindakan membuat peraturan (regeling, wetgeving)  
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan 
oleh negara dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Jadi tidak 
diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan fungsi legislatif dan 
judikatif. Sedangkan Pemerintahan dalam arti sempit tidak  lain adalah 
penyelenggaraan fungsi eksekutif dari negara yang dalam hal ini dapat 
dilaksanakan oleh Presiden ataupun Perdana Menteri sampai dengan 
levell yang paling rendah, seperti Kepala Desa37. 
Sedangkan Pemerintahan dalam arti luas menurut Lemaire adalah 
pemerintahan yang meliputi38 : 
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a. Kegiatan penyelengaraan kesejahteraan umum (bestuur zorg) 
b. Kegiatan pemerintahan dalam arti sempit. 
c. Kegiatan kepolisian. 
d. Kegiatan peradilan. 
e. Kegiatan membuat peraturan. 
Sedangkan Donner berpendapat bahwa pemerintahan dalam arti 
luasdibagi atas dua tingkatan dwipraja, yaitu39 : 
a. Alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara/politik 
negara. 
b. Alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik 
negara yang telah ditentukan. 
Dalam perkembangangnya, pemerintahan negara mengalami 
perubahan-perubahan yang mempunyai dampak pada fungsi pemerintah 
dalamkebijakan terhadap pelayanan publik40 : 
1. Negara sebagai political state, sehingga pemerintah 
menjalankan empat fungsi pokok yang dikenal dengan the 
clasical function of government, yaitu : memelihara ketertiban, 
pertahanan keamanan, fungsi diplomatik dan funsi perpajakan. 
2. Negara sebagai law state, maka pemerintah menjalankan 
fungsi pengaturan , perlindungan, peradilan terhadap warga 
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dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan 
berpemerintahan guna menjamin dalam kepastian dan 
kesamaan di muka hukum. 
3. Negara sebagai welfare state : pemerintah menjalankan fungsi 
keadilan, kemakmuran dan untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. 
Negara sebagai administrative state, menurut pelayanan fungsi 
pemerintahan dalam memperhatikan kepentingan rakyat dalam rangka 
negara sebagai politik, hukum dan kesejahteraan rakyat. Fungsi 
pemerintah sebagai: 
a) Stabilitator politik, ekonomi, dan sosial budaya. 
b) Inovator: menciptakan ide-ide baru. 
c) Pelopor dan dinamisator yang objektif dalam berbagai gerak 
langkah kegiatan pemerintahan dalam pembangunan yang 
memberi peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa 
menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintah dengan kata lain pada 
hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi 
yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan 
kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama. 
Dalam bahasa Inggris harus diperhatikan alih bahasa pemerintah 
ataupemerintahan dari kata government yang dapat berarti : 
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1. Melaksanakan wewenang pemerintahan 
2. Sara/sistem pemerintahan 
3. Fungsi atau kekuasaan pemerintahan 
4. Wilayah atau negara yang diperintah 
5. Badan yang terdiri dari otang-orang yang melaksanakan 
wewenang dan administrasi hukum dalam suatu negara. 
Dalam bahasa Belanda yang biasa diterjemahkan sebagai 
pemerintahadalah : 
1. Regeling : meliputi seluruh wilayah negara 
2. Bestuur : pemerintah, wilayah tertentu dari negara 
3. Overheid : sebutan untuk pemerintah atau pejabat-pejabat 
tinggi negara. 
 
2. Tindakan Pemerintahan 
 
a. Pengertian Tindakan Pemerintahan 
Istilah tindakan atau perbuataan pemerintah itu sendiri terambil dari 
kata “tindak” atau “berbuat” (handeling,act). Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesai (KBBI) kata tindakan atau pernbuatan (handeling,action) 
dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh 
seseorang atau badan (Organ) yang membawa pada akibat 
tertentu.Sebagai pendukung hak dan kewajiban (drager van de rechten en 
plichten) maka setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan mempunyai 
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konsekuensi atau akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. 
C.J.N. Versteden mengartikan, bahwa tindakan atau perbuatan nyata 
pemerinta adalah suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang tidak 
ada relevansianya dengan hukum dan oleh karenanya tidaklah 
menimbulkan akibat hukum.41 
Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum 
lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata 
(feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen). 
Tindakan nyata adalahtindakan-tindakan yang tidak ada relivasinya 
dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat 
hukum, sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman, tindakan-
tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum 
tertentu, atau “Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van 
rechten of plichten,” ( Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan 
untuk menciptakan hak dan kewajiban ). Istilah tindakan hukum ini semula 
berasal dari ajaran hukum perdata (het woord rechtshandeling is ontleend 
aan de dogmatiek van het burgerlijk recht), yang kemudian digunakan 
dalam buku administrasi negara sehingga dikenal istilah tindakan hukum 
administrasi (administratieve rechtshandeling).  
Menurut H.J.Romeijn “Een administratieve rechtshandeling is dan 
een wilsverklaring in een bijzonder geval uitgaande van een administratief 
orgaan, gericht op het in het leven roepen van een rechtsgevolg op het 
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gebeid van administratief recht” (tindakan hukum administrasi merupakan 
suatu pernyataan kehendakyang muncul dari organ administrasi dalam 
keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam 
bidang administrasi). Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah 
akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti “het 
scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een 
bestaande rechtsverhouding” (penciptaan hubungan hukum baru, 
perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada). Dengan kata 
lain akibat-akibat hukum (rechtsgevolgen) itu dapat berupa hal-hal 
diantaranya42 : 
a. indien er een verandering optreedt in de bestaande rechten, 
verplichtingen of bevoegdheid van sommigen; (jika 
menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau 
kewenangan yang ada) 
b. wanner er verandering optreed in juridische status van een 
persoon of (van) object; (bila menimbulkan perubahan 
kedudukan hukum bagi seseorang atau objek yang ada) 
c. wanner het bestaan van zekere rechten, verplichtingen, 
bevoegdheden of status bindend wordt vastgesteld; (bila 
terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status 
tertentunya yang diterapkan).  
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Perbuatan-perbuatan administrasi negara dapat digolongkan dalam 
dua golongan besar yakni golongan perbuatan hukum (rechtshandelingen) 
dan golongan perbuatan yang bukan perbuatan hukum  
(feitelijkehandelingen). Bagi hukum administrasi negara hanya penting 
golongan perbuatan hukum; bagi hukum administrasi negara golongan 
perbuattan yang bukan perbuatan hukum itu irrelevant (tidak berarti) 
Tindakan pemerintah (Bestuurshandeling) yang dimaksud adalah 
setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan 
dalam menjalankan pemerintahan (bestuurs organ) dalam menjalankan 
fungsi pemerintahan (bestuurs functie). Ada 2 (dua) bentuk  tindakan 
pemerintah yakni:  
1. Tindakan berdasarkan hukum (rechts handeling);dan 
2. Tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan 
berdasarkan pada hukum (feitelijke handeling). 
Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechts handeling) dapat 
dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan 
akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. 
Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukannya 
pemerintah sebagai subjek hukum, sehingga tindakan hukum yang 
dilakukan menimbulkan akibat hukum.  
Tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan 
berdasarkan pada hukum (feitelijke handeling) adalah tindakan yang tidak 
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ada hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan 
akibat hukum. Bahwa tindakan hukum administrasi adalah suatu 
pernyataan kehendak yang muncul dan organ administrasi dalam 
keadaan khusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam 
bidang hukum administrasi. Jadi dapat dikatakan tindakan hukum 
pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan organ pemerintah 
(bestuurs orgaan) dan menimbulkan akibat hukum khususnya di bidang 
hukum administrasi. 
Akibat hukum yang timbul tersebut dapat berupa penciptaan 
hubungan hukum yang baru maupun perubahan atau pengakhiran 
hubungan hukum yang ada. Dengan demikian tindakan hukum 
pemerintah di maksud memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam 
kedudukannya sebagai penguasa, maupun sebagai alat 
perlengkapan pemerintahan (bestuurs organ); 
b. Tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi 
pemerintahan; 
c. Tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan 
akibat hukum (recht gevolgen) di bidang hukum administrasi; 
d. Tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan 
kepentingan umum; 
e. Tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah; 
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f. Tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan 
hukum; dan 
g. Tindakan Hukum Pemerintah dapat berbentuk tindakan 
berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat.  
Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang 
dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 
Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan 
pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari 
kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Sedangkan tindakan hukum 
privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum 
keperdataan. 
Tindakan Badan atau Pejabat dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) 
bagian yakni: 
a) Tindakan membuat Keputusan (beschikking); 
b) Tindakan membuat Peraturan (regeling); 
c) Tindakan Materiil (materiele daad) 
 
b. Unsur-UnsurTindakan Pemerintahan  
Disebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ 
pemerintahan atau administrasi negara yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintahan atau 
administrasi negara, berdasarkan pengertian ini terdapat beberapa unsur 
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terdapat di dalamnya. Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan 
hukum sebagai berikut43 : 
1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam 
kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat 
pelengkap pemerintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa 
dan tanggungjawab sendiri. 
2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan 
fungsi pemerintahan. 
3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 
menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. 
4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka 
pemeliharaan kepentingan  negara dan rakyat 
Unsur-unsur yang dikemukakan oleh Muchsan ini perlu ditambah, 
terutama dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan 
asas legalitas atau wetmatigheid van bestuur, yaitu perbuatan hukum 
administrasi harus didasarkan pada peraturan oerundang-undangan yang 
berlaku, “administratiefrechtelijke rechts handelingen kunnen in principe 
allen verricht worden in de gevallen waarin en op de wijze waaop een 
wettelijk voorschrift da heeft voorzien of toelaat” (pada prinsipnya hukum 
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administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang telah 
diatur dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan).44 
Merujuk dari apa yang telah dikemukakan menyangkut unsur dari 
tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut, menunjukkan 
adanya suatu kegiatan berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan 
oleh organ atau badan pemerintah sebagai pelaksanaan fungsi dan tugas 
pemerintah yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan kata lain, 
akibat hukum tertentu itu dapat berupa perubahan hak, kewajiban atau 
kewenangan yang ada. Selain itu menyangkut pula perubahan kedudukan 
hukum sebagai seorang atau objek yang ada dan yang akan ditetapkan. 
Dari tindakanatau perbuatan hukum pemerintah itu pula akan mengikat 
warga masyarakat tanpa memerlukan persetujuan atau persesuaian 
kehendak.45 
 
c. Macam-Macam Tindakan Hukum Pemerintahan 
Telah jelas bahwa pemerintah atau administras negara adalah 
subjek hukum yang mewakili dua intuisi yaitu jabatan pemerintahan dan 
badan hukum. Karena mewakili dua intuisi, dikenal ada dua macam 
tindakan hukum, yaitu tindakan hukum publik (publiekrechsthandelingen) 
dan tindakan hukm privat (privaatrechtshandelingen). Di dalam ABAR, 
tindakan hukum pemerintah dijelaskan sebagai berikut. 
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“de rechhtsandelingen door de overheid in haar bestuursfunctie, 
kunnen worden onderscheiden in privaatrechteijke en 
publikrechtelijke rechtshandelingen. Onder publiekrechtelijke 
rechtshandelingen worden hier verstaan de rechtshandelingen die 
verricht worden op de grondslag van het publiekrecht; onder 
privaatrechtelijke rechtshandelingen; rechtshandelingen die verricht 
worden op grondslag van het privaatrecht.” 
(Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
menjalankan fungsi pemerintahnya dapat dibedakan dalam 
tindakan hukum publik dan hukum privat. Tindakan hukum publik 
berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada 
hukum publik atau yaitu tindakan hukum yang dilakukan 
berdasarkan hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat 
adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum 
keperdataan.) 
Kedudukan hukum pemerintah yang mewakili dua institusi yang 
tampil dengan “twee petten” dan diatur dengan dua bidang hukum yang 
berbeda. Dikalangan para sarjana terjadi perbedaan pendapat mengenai 
sifat tindakan hukum pemerintahan ini. Sebagian menyatakan bahwa 
perbuatan hukum yang terjadi dalam lingkup  hukum publik selalu bersifat 
sepihak atau hubungan hukum bersegi satu (eenzijdiege). Bagi mereka 
tidak ada perbuatan hukum publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian 
yang diatur oleh hukum publik. Bila diantara pemerintah dengan seorang 
partikelir diadakan suatu perjanjian, hukum yang mengatur perjanjian itu 
merupakan senantiasa hukum privat.  
Perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum yanga bersegi 
dua, karena dilakukan oleh dua kehendak (yang ditentukan dengan 
sukarela) yakni suatu persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) 
antara dua pihak. Sementara itu, sebagian penulis menyatakan, ada 
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perbuatan hukum pemerintah bersegi dua (tweezijdige). Mereka mengakui 
adanya perjanjian yang diatur oleh hukum publik seperti kortverband 
contract  atau perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek. 
Meskipun dikenal adanya tindakan pemerintah yang bersegi dua, 
dari argumentasi masing-masing penulis tampak bahwa pada prinsipnya 
semua tindakan pemerintah dalam penyelenggarakan tugas-tugas publik 
lebih merupakan tindakansepihak atau bersegi satu. Indroharto bahkan 
menyebutkan bahwa tindakan hukum tata usaha negara itu selalu bersifat 
sepihak. 
Tindakan hukum tata usaha negara itu dikatakan bersifat sepihak, 
karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang 
memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada kehendak 
sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki 
wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian. Pada perjanjian jangka 
pendek (kortverband contract), yang dijadikan contoh hubungan hukum 
dua pihak dalam hukum publik, harus dianggap sebagai cara pelaksanaan 
tindakan pemerintahan bukan  esensi dari tindakan hukum pemerintahan 
itu sendiri. Dengan kata lain, sebagaimana disebutkan W.F.Prins yang 
lebih lazim terjadi ialah pernyataan kehendak pemerintahan dijadikan titik 
berat dalam pelaksanaannya. 
Sedangkan kegiatan pihak yang bersangkutan, yang melahirkan 
awal usahanya menjadi tergeser kebelakang sekalipun kemudian 
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ditentukan bahwa pihak yang bersangkutan harus menyetujui penawaran 
yang diberikan oleh pemerintah kepadanya. Demikian pula pada izin 
usaha pertambangan dan konsesi pertambangan tidak dapat dikatakan 
bahwa yang bersangkutan berkesempatan untuk terlebih dahulu 
menyatakan persetujuannya. Sebab izin pengusaha pertambangan terjadi 
justru karena keputusan pemerintah, yang sifatnya “sepihak”, dan berlaku 
seketika.46 
Agar dapat menjalankan tugasnya maka administrasi negara 
melakukan berbagai macam perbuatan. Penyelenggaraan kepentingan 
kolektif oleh administrasi negara dapat diadakan menurut beberapa 
macam cara47:  
1. Yang bertindak ialah administrasi negara sendiri 
2. Yang bertindak ialah subjek hukum (badan hukum) lain yang 
tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai 
hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintahan. 
Hubungan istimewa atau hubungan biasa itu diatur oleh hukum 
publik atau hukum privat. 
3. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaannya 
berdasarkan suatu konsesi (concessie) atau berdasarkan suatu 
(vergunning) yang diberikan oleh pemerintah. 
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4. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara yang diberikan subsidi pemerintah 
(misalnya, banyak sekolah partikelir (perguruan swasta) 
5. Yang bertindak ialah pemerintah bersama-sama dengan suatu 
subjek hukum lain (atau beberapa subjek hukum lain) yang tidak 
termasuk administrasi negara dan kedua belah pihak itu 
tergabung dalam suatu bentuk kerjasama (vorm van 
samenwerking) tertentu yang diatur oleh hukum (privat), 
misalnya, tergabung dalam suatu PT (perseroan 
bertanggungjawab terbatas); atau pemerintah mempunyai 
kekuasaan dalam pengurusan sesuatu objek hukum lain yang 
tidak termasuk administrasi negara (jadi, pemerintah bukan 
pemegang saham tetapi direksi ada beberapa wakil 
pemerintah); atau pemerintah mendirikan suatu PT dan menjadi 
pemegang saham satu-satunya (bekas kepunyaan Belanda 
yang dinasionalisasikan sebagai akibat Aksi Irian Barat, 
diteruskan dengan berbentuk PT negara) 
6. Yang bertindak ialah yayasan yang didirikan oleh pemerintah  
atau diawasi oleh pemerintah. 
7. Yang bertindak ialah kooperasi yang dipimpin oleh 
pemerintahan atau diawasi oleh pemerintah. 
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8. Yang bertindak ialah subjek hukum lain yang tidak termasuk 
administrasi negara tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah 
(deligasi perundang-undangan) 
Sepanjang prinsip negara hukum, yaitu asas wetmatigheid van 
bestuur,yang membawa konsekuensi bahwa wewenang pemerintahan itu 
sudah ditentukan, masih dijadikan sendi utama penyelenggaraan 
pemerintah, maka tetaplah bahwa prinsip, tindakan hukum pemerintah 
yang bersifat sepihak tersebut tidak dapat dikesampingkan, meskipun 
tugas-tugas dan pekerjaan pemerintah dapat dijalankan dengan cara 
kerjasama (samenwerkin), perjanjian (overeenkomst), perizinan 
(vergunning), konsesi (consessie), dan sebagainya. Disamping dikenal 
karakteristik tindakan hukum pemerintahan yang sepihak, dikenal pula 
karakteristik tindakan hukum pemerintah yang bersifat terikat, fakulatif dan 
bebas. Karakteristik tindakan hukum demikian ini berkenaan dengan 
dasar bertindak yang dimiliki oleh organ pemerintahan, yaitu kewenangan. 
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kewenangan ini ada yang bersifat 
terikat, fakulatif, atau bebas.48 
Kewenangan yang bersifat terikat terkait dengan kewenangan yang 
secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 
kata lain, tindakan atau perbuatan hukum pemerintah tersebut dilandasi 
pada wewenang yang secara jelas dan tegas disebutkan dalam peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan, wewenang yang bersifat fakultatif atau 
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bebas adalah wewenang yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan 
dalam peraturan perundang-undangan atau masih samar-samar (vage 
normen) sehingga memerlukan adanya suatu penafsiran 
(rechtsinterpretatie) atau penemuan hukum (rechtsvinding)49. 
Untuk memperjelas hal tersebut, maka di bawah ini akan diuraikan 
skema tindakan atau perbuatan pemerintahan yang baik yang berkaitan 
dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (bestuurs 
rechtshandelingen ) dan tindakan atau perbuatan faktual pemerintahan 
(bestuurs feitelijkehandelingen). Selain itu, dibedakan pula tindakan atau 
perbuatan pemerintahan yang dilandaskan pada konsep hukum publik 
(publiek rechtelijke handelingen) dan tindakan atau perbuatan 
pemerintahan yang berlandaskan pada konsep hukum privat (privaat 
rechtelijke handelingen). Selanjutnya dijelaskan pula tindakan atau 
perbuatan hukum pemerintah yang bersegi satu (eenzijdige 
rectshandelingen) dan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahn 
yangh bersegi banyak (meerzijdige rectshabdelingen). Dari skema 
tindakan atau perbuatan pemerintahan sebagaimana diuraikan di bawah 
maka jelas dapat disimpulkan, bahwa tindakan atau perbuatan 
pemerintahan memegang peran yang sangat penting dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan 
. 
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Gambar 2.1 Skema Tindakan Hukum Pemerintahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan 50: 
1. Bestuurshandelingen : Tindakan/ perbuatan pemerintah 
2. Feitelijke Handelingen : Tindakan/ perbuatan nyata 
3. Rechtshandelingen : Tindakan/ perbuatan hukum 
4. Privaatrechtelijke Handelingen : Tindakan/ perbuatan hukum 
keperdataan 
5. Publiekrechtelijke Handelingen : Tindakan/ perbuatan hukum publik 
6. Meerzijdige Publiekrechtelijke Handelingen : Tindakan/ perbuatan 
hukum publik beberapa pihak  
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7. Eenzijdige Publiekrechtelijke Handelingen : Tindakan/ perbuatan 
hukum publik sepihak 
8. Besluiten van Algemene Strekking : keputusan yang ditunjukkan 
untuk kepentingan umum (keputusan yang bersifat umum) 
9. Beschikking : keputusan atau ketetapan (yang bersifat konkret dan 
individual) 
 
d. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 
Dalam pelbagi undang-undang yang menguasai peradilan 
administrasi di Nederland, Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AAUPB) disebut sebagai dasar bandingan dan atau pengujian (antara 
lain pasal 8 ayat 1 dibawah WET AROB). ABBB adalah asas-asas hukum 
tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik 
aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Dalam praktek hukum 
Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas 51: 
a. Asas persamaan 
b. Asas kepercayaan 
c. Asas kepastian hukum 
d. Asas kecermatan 
e. Asas pemberian alas an (motifasi) 
f. Larangan “detournement de pouvoir” (penyalahgunaan 
wewenang) 
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g. Larangan bertindak sewenang-wenang. 
Asas f dan g, dalam undang-undang mengenai peradilan administrasi 
selalu disebut tersendiri (antara lain dalam pasal 8 ayat 1 huruf b Wet 
AROB). Ini hanya karena alasan sejarah, suatu keharusan tidak ada sama 
sekali. Berikut ini kita akan meninjau arti konkret dari asas-asas tersebut. 
1.) Asas Persamaan 
Asas, bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama, 
dipandang sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan 
berakar di dalam kesadaran hukum. Ia adalah pula satu asas yang 
setidak-tidaknya di Nederland hidup dengan kuat dalam lingkungan 
administrasi. Bekerjanya presiden sebenarnya adalah kerja lanjutan dari 
asas persamaan. 
Asas persamaan memaksa pemerintah untuk menjalankan 
kebijaksanaan. Bila pemerintahan dihadapkan pada tugas baru, yang 
dalam rangka itu harus diambil banyak skali KTUN, maka pemerintah 
memerlukan aturan-aturan atau pedoman-pedoman. Bila ia sendiri 
menyusun aturan-aturan (pedoman-pedoman) itu untuk member arah 
pada pelaksanaan (pada dasarnya) wewenang  bebasnya, maka itu 
disebut aturan-aturan kebijaksanaan. Jadi, tujuan aturan-aturan 
kebijaksanaan ialah menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama 
atau asas persamaan. 
 
2.) Asas kepercayaan 
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Asas kepercayaan juga termasuk di dalam asas-asas hukum yang 
paling mendasar dalam hukum public dan hukum perdata. Di dalam 
hukum administrasi dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang 
ditimbulkan sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting 
sebagai sebagai dasar arti yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, 
aturan-aturan kebijaksanaan, dan bentuk-bentuk rencana (yang tidak 
diatur dalam perundang-undangan). 
3.) Asas kepastian hukum 
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat 
hukum material, yang lain bersifat formel. Aspek hukum material 
berhubungan erat pada asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas 
kepastian hukum menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali 
suatu ketetapan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. 
Dalam praktek dapat dipakai sebagai patokan bahwa suatu izin, 
persetujuan, pembayaran atau subsidi yang telah diberikan, tidak dapat 
ditarik kembali, kecuali pada “kecuali…” harus diingat bahwa : 
1. Asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali 
atau perubahan suatu ketetapan, bila sesudah sekian waktu 
dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat; 
2. Penarikan kembali atau perubahan juga mungkin, bila ketetapan 
yang menguntungkan didasarkan pada kekeliruan, asal saja 
kekeliruan itu dapat diketahui oleh yang berkepentingan; 
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3. Demikian pula penarikan kembali atau perubahan mungkin, bila 
yang berkepentingan dengan memberikan keterangan yang 
tidak benar atau tidak lengkap, telah ikut menyebabkan 
terjadinya ketetapan yang keliru; 
4. Penarikan kembali atau perubahan mungkin, bila syarat-syarat 
atau ketentuan-ketentuan yang dikaitkan pada suatu ketetapan 
yang menguntungkan, tidak ditaati. Dalam hal ini dikatakan ada 
penarikan kembali sebagai sanksi. 
 
4.) Asas kecermatan 
Asas kecermatan mengandung arti, bahwa suatu keputusan harus 
dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Badan pemerintah dalam 
mempersiapkan dan mengambil ketetapan, dapat dengan berbagai cara 
melanggar asas ini. Suatu pemaparan secara lengkap tidak mungkin 
diberikan.  
5.) Asas pemberian alasan 
Asas pemberi alasan berarti, bahwa suatu keputusan harus dapat 
didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya. Dapat dibedakan 
menjadi tiga sub varian : 
1. Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan 
2. Ketetapan harus memiliki dasar fakta yang teguh 
3. Pemberi alasan harus cukup dapat mendukung 
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6.) Asas larangan detournement de pouvoir (penyalah gunaan wewenang) 
Sebagai asas umum pemerintahan yang layak dipandang pula 
aturan, bahwa suatu wewenang tidak boleh digunakan untuk tujuan lain 
selain untuk tujuan ia berikan. 
 
3. Jenis-Jenis Jabatan dalam Pemerintahan 
a. Jabatan Fungsional dan Struktural 
Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan 
dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan 
karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : Jabatan Fungsional dan Jabatan 
Struktural. 
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 
pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai 
Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna 
dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya 
atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja.52 
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Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang 
tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan 
dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan 
fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian 
dan jabatan fungsional keterampilan. 
Jabatan fungsional keahlian adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas yang dilandasi oleh pengetahuan, metodologi dan teknis analisis 
yang didasarkan atas disiplin ilmu yang bersangkutan dan/atau 
berdasarkan sertifikasi yang setara dengan keahlian dan ditetapkan 
berdasarkan akreditasi tertentu. Sedangkan jabatan fungsional 
ketrampilan adalah kedudukan yang mengunjukkan tugas yang 
mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu serta dilandasi 
kewenangan penanganan berdasarkan sertifikasi yang ditentukan. 
Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan fungsional ditetapkan 
oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan instansi pemerintahan 
yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai pembina jabatan 
fungsional . 
Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam 
struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari 
tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). 
Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, 
50 
 
Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan 
struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala 
dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, 
sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah . Menurut pasal 8 Undang-
Undang No 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Dalam Jabatan Struktural menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki jabatan struktural tidak dapat merangkap jabatan struktural 
lain maupun dengan jabatan fungsional. 
b. Jabatan Tertutup dan Terbuka 
Untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang 
sebesar-besarnya, maka sistim pembinaan karier yang harus 
dilaksanakan adalah sistim pembinaan karier tertutup dalam arti Negara, 
dengan tidak menutup kemungkinan adanya sistim pembinaan karier 
terbuka untuk jabatan tertentu apabila perlu untuk kepentingan Negara. 
Pada umumnya yang dimaksud dengan53: 
− Sistim karier tertutup (Jabatan Tertutup) adalah bahwa pangkat dan 
jabatan yang ada  dalam sesuatu organisasi hanya dapat diduduki 
oleh pegawai yang  telah ada dalam organisasi itu, tetapi tertutup 
bagi orang luar.  
Dengan sistim karier tertutup dalam arti Negara, maka 
dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri dari Departemen/ 
                                                           
53
Penjelasan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-
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Lembaga yang satu ke Departemen/Lembaga yang lain atau dari 
Propinsi yang satu ke Propinsi yang lain, terutama untuk 
menduduki jabatan-jabatan yang bersifat managerial. Hal ini 
mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil 
merupakan satu kesatuan, hanya tempat pekerjaannya yang 
berbeda. 
− Sistim karier terbuka (Jabatan Terbuka) adalah bahwa pangkat dan 
jabatan dalam sesuatu organisasi dapat diduduki oleh orang luar 
dari organisasi itu asalkan ia mempunyai kecakapan yang 
diperlukan, tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai.  
 
C. Dasar Hukum Pengisian Jabatan Struktural 
1. Landasan Konstitusional 
Pada dasarnya, pengisian jabatan dalam pemerintahan berkaitan 
erat dengan hak setiap orang, yang merupakan pengejawantahan dari hak 
politik sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan 
dilindungi oleh negara. Demikian halnya Indonesia, yang mengatur hak 
tersebut secara mendasar dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  secara jelas 
mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang 
sama untuk turut serta dalam pemerintahan.  
Hal ini mengindikasikan bahwa negara sepatutnya memberikan 
peluang yang setara kepada setiap warga negara untuk mengisi jabatan 
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yang tersedia dalam pemerintahan, termasuk dalam jabatan struktural, 
yang diwujudkan melalui mekanisme pengisian jabatan yang mampu 
mewadahi peluang tersebut secara terbuka. 
2. Landasan Peraturan Perundang-undangan 
Pengisian jabatan pemerintahan secara yuridis selain diatur dalam 
Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 juga secara sistematis telah dijabarkan 
dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002  Tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural; Surat Edaran Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 
2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong di 
Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 
Tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah 
Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
menyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan struktural harus 
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berdasarkan prinsip profesionalisme.54 Pengangkatan dalam jabatan 
didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan,pengabdian, 
pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat objektif lainnya.55 Untuk 
lebih menjamin objektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan 
kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar 
penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan.56 
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, 
menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian 
Daerah57 Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau 
Kabupaten/ Kota menetapkan : (a) pengangkatan Calon Pegawai Negeri 
Sipil Daerah di lingkungannya; (b) pengangkatan menjadi Pegawai Negeri 
Sipil Daerah bagi Calon Pegawai Negeri Sipi Daerah di lingkungannya, 
kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.Pejabat sebagaimana 
dimaksud dapat mendelegasikan wewenangnya memberikan kuasa 
kepada pejabat lain di lingkungannya58. 
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Pasal 17 ayat 2  Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
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Pasal 19 ayat 2  Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
56
Pasal  20 ayat 2  Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
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Pasal 1 poin 4 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, 
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Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, 
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Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan 
Pegawai Negari Sipil Dalam Jabatan Struktural menyatakan beberapa 
persyaratan substansial dalam menduduki jabatan struktural sebagai 
berikut: 
1. berstatus Pegawai Negeri Sipil. 
2. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat 
dibawah jenjang pangkat yang ditentukan. 
3. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. 
4. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya 
bernilai baik dalam dua tahun terakhir. 
5. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. 
6. sehat jasmani dan rohani.59 
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 
pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian 
daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, 
pendidikan dan pelatihan jabatan,dan pengalaman yang dimiliki.Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural yang, belum mengikuti 
dan lulus pendidikan dan pelatihankepemimpinan sesuai dengan tingkat 
jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan 
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Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negari 
Sipil Dalam Jabatan Struktural 
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kepemimpinan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak yang 
bersangkutan dilantik.60 
Surat Edaran No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian 
Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah menyatakan bahwa sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 
yang dipertajam dengan rencana aksi Program Percepatan Reformasi 
Birokrasi salah satu diantaranya adalah Program Sistem Promosi PNS 
secara terbuka. Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di 
atas, guna lebih menjamin para pejabat struktural memenuhi kompetensi 
jabatan yang diperlukan oleh jabatan tersebut, perlu diadakan promosi 
PNS atau pengisian jabatan berdasarkan sistem merit dan terbuka, 
dengan mempertimbangkan kesinambungan karier PNS yang 
bersangkutan.61 
Jabatan Struktural yang menjadi objek kajian dalam hal ini Lurah 
dan Camat. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang 
Seleksi Terbuka Camat dan Lurah menyatakan seleksi pengisian Jabatan 
struktural Lurah dan Camat dilaksanakan secara terbuka. Seleksi Terbuka 
adalah proses pemilihan yang diumumkan secara luas melalui media bagi 
PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Camat atau 
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Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural 
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Surat Edaran No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang 
Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah Hlm.2 
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Lurah.62 Seleksi terbuka Camat dan Lurah dilakukan dengan prinsip 
objektif, transparan, dan akuntabel63. 
Seleksi Terbuka Camat dan Lurah meliputi : seleksi administrasi, 
seleksi kompetensi bidang, seleksi kompetensi manajerial, dan uji 
kesehatan dan verifikasi dokumen.64 Seleksi Administrasi adalah 
penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian 
dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu 
jabatan.65Seleksi Kompetensi Bidang adalah pengujian dalam hal 
kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan 
kompetensi jabatan.66Seleksi Kompetensi Manajerial adalah pengujian 
terhadap karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif 
dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.67 
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Pasal 1 poin 12 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi 
Terbuka Camat dan Lurah 
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Pasal 4  Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi Terbuka 
Camat dan Lurah 
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Pasal 5  Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi Terbuka 
Camat dan Lurah 
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Pasal 1 poin 12  Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi 
Terbuka Camat dan Lurah 
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Pasal 1  poin 13 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi 
Terbuka Camat dan Lurah 
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Pasal 1 poin 14 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 Tahun 2013 Tentang Seleksi 
Terbuka Camat dan Lurah  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di 
Kantor Pemerintah Kabupaten Maros Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) 
dan Kantor Pemerintah Kota Makassar, Bagian Kepegawaian Daerah 
(BKD). 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah 
penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai 
aspek, yaitu aspek teori, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, 
konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan 
kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan, kelembagaan 
hukum, serta bahasa hukum yang  yang mendukung pembahasan materi 
sesuai rumusan masalah dalam karya ilmiah ini. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dalam studi kepustakaan, yang terdiri atas: 
a. Bahan primer, yaitu pengumpulan data dilakukan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan hakim. 
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b. Bahan sekunder, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari 
buku (literatur-literatur hukum), karya ilmiah bidang hukum, 
media internet ,dan data yang mendukung lainnya dalam 
penulisan ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi yaitu melalui penelitian kepustakaan (Literature Research), 
teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, 
mengidentifikasi dan menganalisis  bahan hukum primer, yaitu perundang-
undangan yang relevan, putusan hakim dan bahan sekunder yaitu, buku 
(literatur-literatur hukum), jurnal, karya ilmiah bidang hukum, media 
internet yang berkaitan dalam penulisan ini. 
E. Analisis Data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 
menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara  
menjelaskan obyek penelitian yang diperoleh dari penelitian berdasarkan 
metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang 
substansi materi yang akan dibahas dalam penulisan ini.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Mekanisme Pengisian Jabatan Struktural secara Terbuka 
Reformasi birokrasi yang berusaha digiatkan belakangan ini 
mendorong adanya perbaikan sistem kepegawaian di Indonesia, baik 
menyangkut struktur kepegawaian maupun menyangkut pengoptimalan 
kinerja sumber daya manusia pegawai itu sendiri. Reformasi birokrasi 
tersebut dilakukan guna mewujudkan tata kinerja kepegawaian Indonesia 
yang efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai tata pemerintahan yang 
baik, sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsinya sesuai 
dengan aspirasi masyarakat. 
Usaha untuk mengembangkan reformasi birokrasi dalam tata 
kepegawaian di Indonesia tersebut tidak terlepas dari kenyataan kinerja 
kepegawaian saat ini yang banyak menuai kritik karena dianggap tidak 
mampu menjalankan fungsinya dengan optimal dan sarat dengan 
berbagai praktek tata kelola pemerintahan yang buruk (bad governance). 
Salah satu permasalahan dalam kepegawaian yang menjadi 
sorotan utama saat ini, yakni menyangkut proses rekrutmen pegawai atau 
pengisian jabatan pegawai/pejabat pemerintahan yang tidak transparan 
dan cenderung masih menggunakan mekanisme pengisian jabatan secara 
tertutup (close career system) yang lebih mengutamakan pada peran 
pejabat atasan dalam melakukan pengangkatan pejabat dengan jabatan 
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di bawahnya. Proses seperti inilah yang banyak ditentukan berdasarkan 
relasi-relasi politik, kekeluargaan, dan ekonomi yang sangat kental 
dengan muatan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya yang 
tidak mencerminkan nilai-nilai luhur pengangkatan pejabat itu sendiri. 
Berbagai parktek menyimpang dalam proses pengisian jabatan 
struktural secara tertutup menimbulkan keraguan akan keefektifan 
mekanisme pengisian jabatan tersebut, karena pada akhirnya hanya 
mengutamakan aspek politis pengangkatan pejabat itu saja, namun 
mengenyanmpingkan aspek kualitas dan kualifikasi yang diperlukan untuk 
mengisi suatu jabatan struktural. Maka kemudian banyak dijumpai 
pejabat-pejabat yang menempati suatu jabatan struktural yang tidak 
sesuai dengan kualifikasinya, yang pada akhirnya akan memperburuk 
kinerja dari instansi pejabat tersebut. Hal ini jelas tidak sesuai dengan 
salah satu prinsip umum kepegawaian yang mengamanatkan pejabat 
harus ditempatkan pada jabatan yang sesuai (the right man on the right 
position). 
Ditinjau dari mekanismenya, pengisian jabatan struktural secara 
tertutup pada umumnya merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 100 
tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural. Salah satu daerah yang menggunakan mekanisme pengisian 
jabatan struktural secara tertutup tersebut adalah Kota Makassar, yang 
menjadi objek penelitian dari penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan penulis, mekanisme pengisian jabatan struktural secara tertutup 
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diawali dengan tahap pengumuman informasi jabatan yang kosong. 
Kemudian untuk melakukan pengisian jabatan ini, dirampungkanlah daftar 
nama calon pejabat, yang terdiri dari calon yang merupakan usulan dari 
pejabat atasan dan calon yang bersifat non-usulan (bukan diusulkan oleh 
pejabat atasan). 
Setelah daftar nama calon pejabat tersebut dirampungkan, maka 
Biro Kepegawaian mengadakan pemeriksaan mengenai persyaratan 
jabatan dan dituangkan dalam bentuk bahan rapat Baperjakat. 
Selanjutnya, Baperjakat mengadakan rapat untuk membahas antara lain 
masalah kompetensi, konduite, senioritas pangkat, usia, diklat jabatan, 
dan pengalaman yang dimiliki. 
Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan dan dipresentasikan 
oleh sekretaris daerah atau kepala Biro Pertimbangan untuk dimintakan 
persetujuannya. Hasil Baperjakat yang telah disampaikan dan 
dipresentasikan kepada kepala daerah (Walikota), turun kembali kepada 
Sekda/Biro Kepegawaian dengan catatan yang disetujui selanjutnya 
dibuat keputusan pengangkatan, sedangkan yang ada catatan atau 
koreksi dibahas kembali dalam rapat Baperjakat.  
Selain meknisme tersebut, pengisian jabatan struktural secara 
tertutup (close career system) juga memiliki ketentuan bahwa 
pegawai/pejabat yang diangkat haruslah merupakan pegawai negeri sipil 
yang masih merupakan pejabat dalam instansi atau departemen yang 
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sama. Dengan kata lain, tidak dimungkinkan adanya pengangkatan dari 
pegawai atau pejabat dari instansi/departemen yang berbeda. 
Dari mekanisme dan ketentuan tersebut, secara tersirat dapat 
dilihat bahwa dalam promosi atau pengisian jabatan strukural secara 
tertutup sangat dimungkinkan calon pejabat yang bersifat usulan dari 
pejabat atasannya, yang dalam proses selanjutnya cenderung tetap akan 
persetujuan dari atasan yang mengusulkannya tersebut. Hal inilah yang 
kemudian dianggap menjadi lahan yang akan menimbulkan berbagai 
praktek menyimpang, seperti terjadinya proses suap-menyuap, 
pengusulan yang hanya didasarkan pada faktor politis seperti karena 
relasi politik atau pun bersifat kekeluargaan, yang berindikasi korupsi, 
kolusi, dan nepotisme sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terlebih 
lagi, dalam prosesnya, mekanisme tersebut memang bersifat tertutup 
yang hanya melibatkan pejabat-pejabat terkait serta mengutamakan 
senioritas dan kepangkatan, tanpa menghiraukan sifat transparansinya, 
sehingga praktek-praktek menyimpang tersebut semakin memungkinkan 
untuk dilakukan. 
Di sisi lain, mekanisme yang hanya memperbolehkan 
pengangkatan pegawai atau pejabat dari wilayah 
kerja/instansi/departemen yang sama tersebut cenderung akan bersifat 
mengekang potensi kemampuan yang dimiliki pegawai/pejabat. Seorang 
pejabat yang berkecimpung dalam suatu instansi akan terus terjebak 
dalam bidang instansi yang sama, sehingga apabila dalam proses 
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pelaksanaan tugasnya ternyata ditemukan ketidakcocokan, maka 
kemudian akan muncul kerancuan dalam pelaksanaan kinerjanya. Terlalu 
kuatnya pandangan skeptis bahwa seorang pegawai hanya dapat 
melakukan kerja pada wilayah kerja yang sama secara terus-menerus, 
cenderung akan menghilangkan potensi pegawai tersebut manakala ia 
memiliki potensi kerja yang lebih besar dalam bidang lainnya. Hal inilah 
yang kemudian menjadi salah satu penyebab kurang teroptimalkannya 
potensi pegawai tersebut. 
Berbagai masalah yang muncul dalam mekanisme pengisian 
jabatan struktural secara tertutup tersebut, kemudian mendorong 
dilakukannya pergesaran sistem pengisian jabatan struktural menjadi 
pengisian jabatan stuktural secara terbuka (open career system). Dengan 
mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka tersebut, sebuah 
jabatan bisa diperebutkan pegawai negeri sipil tidak hanya dari wilayah 
kerja/instansi/departemen tertentu, dapat berasal dari wilayah kerja yang 
berbeda. Dengan kata lain, mekanise pengisian jabatan struktural secara 
terbuka ini tidak membedakan wilayah kerja asal seorang pegawai untuk 
menempati jabatan yang dituju nantinya. 
Secara murni, pengisian jabatan struktural secara terbuka (open 
career system) sebenarnya bahkan juga memungkinkan dilakukan 
pengisian jabatan dari orang-orang non-PNS. Namun berbagai regulasi 
yang ada saat ini, hanya memungkinkan pengisian jabatan tersebut 
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dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah terdaftar sebelumnya, 
sekalipun dari wilayah kerja/instansi/departemen yang berbeda.  
Pengisian jabatan struktural secara terbuka pada hakikatnya 
menerapkan prinsip keterbukaan, artinya setiap pejabat struktural yang 
memenuhi persyaratan tertentu memiliki hak untuk mengajukan dirinya 
dalam seleksi pengangkatan jabatan struktural tersebut. Hal tersebut 
dilakukan guna menampung berbagai dan kompetensi yang dimiliki oleh 
pegawai sehingga nantinya dapat ditempatkan pada posisi atau jabatan 
yang sesuai dengan kompetensinya. 
Penulis dalam skripsi ini mengkaji mekanisme pengisian jabatan 
struktural di pemerintahan daerah, yakni di Pemerintah Kabupaten Maros. 
Pengisian jabatan struktural di Kabupaten Maros dilaksanakan secara 
terbuka. Pemerintah Kabupaten Maros secara efektif telah melaksanakan 
6 kali pengisian jabatan struktural dalam satuan pemerintahan. Penulis 
telah mengadakan penelitian terkait bagaimana mekanisme pengisian 
jabatan struktural secara terbuka yang terjadi di Kabupaten Maros. 
Adapun mekanisme secara komprehensif berdasarkan analisis penelitian 
Penulis dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Pengumuman 
Pengumuman merupakan tahapan awal dalam proses pengisian 
jabatan struktural. Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian 
di tingkat daerah ketika mengetahui terdapat jabatan struktural yang 
lowong maka akan mengadakan seleksi dalam rangka mengisi jabatan 
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struktural yang lowong tersebut. Dalam hal ini, Kepala Daerah membuat 
sebuah pengumuman secara terbuka mengenai adanya seleksi pengisian 
jabatan struktural.  
Terkait dengan pelaksanaan prinsip pengisian jabatan struktural di 
Kabupaten Maros, Bupati Maros mengumumkan secara terbuka kepada 
instansi lain, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, 
dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet) 
sesuai dengan anggaran yang tersedia. Lamanya pengumuman paling 
kurang 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran. Hal 
inipun dapat diperpanjang atau diperpendek apabila kuota pendaftar 
sudah atau belum terpenuhi. Lamanya durasi pengumuman tersebut 
menjadi kewenangan dari Bupati Maros melalui Surat Ketetapan 
Perpanjangan Pendaftaran. 
Dalam redaksi pengumuman tersebut memuat ketentuan dan 
syarat pengangkatan pejabat struktural. Dalam Pasal 5 Peraturan 
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, antara lain ditentukan 
bahwa untuk menduduki jabatan struktural syarat-syarat yang harus 
dipenuhi yaitu: 
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil; 
b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah 
jenjang pangkat yang ditentukan; 
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c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan; 
d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai 
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
e. memiliki kompetensi jabatan 
Selain itu, terdapat beberapa persyaratan khusus sesuai dengan 
jabatan struktural yang lowong tersebut. Adapun beberapa persyaratan 
khusus tersebut, yakni: 
a. Pengisian jabatan struktural Eselon II  
Adapun Syarat Pendaftaran dan Penilaian Calon Pejabat Eselon II 
B Lingkup Pemerintah Maros adalah sebagai berikut: 
1. Berijazah paling rendah sarjana (S1)/ disetarakan 
2. Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pembina, IV/a dengan 
masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun. 
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan TK. III 
4. Memiliki Prestasi Kerja dan setiap unsur Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik 
dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
5. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang promosi, minimal telah 
menduduki 2 (dua) Jabatan Struktural Eselon III-A dengan Masa 
Kerja Eselon III-A minimal 2 (dua) tahun. 
6. Membuat dan menyerahkan makalah sesuai dengan jabatan 
yang didaftar. 
7. Melampirkan surat rekomendasi bebas temuan dari Inspektorat 
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Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan diatas 
dapat mengajukan surat permohonan kepada Bapak Bupati 
Maros dengan melampirkan : 
a. Daftar Riwayat Pangkat dan Jabatan yang disertai 
dengan bukti fisik (format terlampir) 
b. DP-3 2 (dua) tahun terakhir. 
c. Pas foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar 
dengan warna latar merah. Masing-masing 1 (satu) 
rangkap dan menuliskan jabatan yang dilamar pada 
sudut kanan atas. 
 
b. Pengisian Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V 
Adapun syarat pendaftaran test Kompetensi Calon Pejabat 
Struktural Eselon tersebut di Pemerintah Kabupaten Maros. Penulis akan 
menjabarkan sebuah sampel tentang Syarat Pendaftaran Tes  
Kompetensi Calon Pejabat Struktural Eselon IV A di Kabupaten Maros, 
yang memuat ketentuan sebagai berikut: 
1. Berijazah paling rendah (S1)/ disetarakan. 
2. Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata, III/c 
3. Bagi yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV-B, masa 
kerja Eselon minimal 2 (dua) tahun. 
4. Diutamakan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 
kepemimpinan Tk. IV 
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Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan diatas 
dapat mengajukan surat permohonan kepada Bapak Bupati Maros 
dengan melampirkan : 
a. Daftar Riwayat Pangkat dan Jabatan yang diketahui oleh 
Kepala Unit Kerja Masing-masing (format terlampir) 
b. Foto copy SK Pangkat Terakhir 
c. Foto copy SK Jabatan Terakhir 
d. Foto copy Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir 
e. Foto copy Sertifikat Diklat Fungsional 
f. Foto copy Sertifikat Diklat Teknis 
g. Surat Rekomendasi Bebas Temuan dari Inspektorat 
h. Pas Foto warna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar 
dengan warna latar Merah. 
  
Adapun secara spesifik dalam pengumuman tersebut pada 
hakikatnya harus memuat : 
a) nama jabatan; 
b) persyaratan jabatan; 
c) batas waktu pengumpulan kelengkapan administrasi; 
d) materi atau tahapan seleksi; dan/atau 
e) prosedur lain yang diperlukan. 
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2. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural 
Setelah melakukan pengumuman, dan segala aspek tentang 
pemberkasan telah dirampungkan maka mekanisme selanjutnya adalah 
pelaksanaan seleksi pengisian jabatan struktural. Adapun beberapa tahap 
dalam pelaksanaan Seleksi Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten 
Maros, yakni: 
a. Pembentukan Panitia Seleksi 
Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk panitia seleksi. Dalam 
Kabupaten Maros yang bertindak sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian 
adalah Bupati. Pada kenyataannya, terdapat beberapa ketentuan dan 
persyaratan menjadi Panitia Seleksi. Adapun beberapa unsur-unsur 
tersebut, yakni : 
a) Pejabat terkait dari lingkungan instansi yang bersangkutan; 
b) Pejabat dari instansi lain yang jenis dan kompetensi jabatannya 
sesuai dengan jabatan yang akan diisi; 
c) Akademisi/pakar/profesional sesuai dengan bidang jabatan 
yang akan diisi. 
a. Jumlah Panitia Seleksi paling banyak 5 (lima) orang dari 
unsur terkait internal dan eksternal instansi. 
b. Panitia seleksi melaksanakan seleksi yang dibantu oleh Tim 
penilai kompetensi yang independen. 
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b. Pelaksanaan Seleksi 
Untuk memilih atau menentukan pegawai yang sesuai dengan 
kualifkasi penempatannya, maka seleksi dilaksanakan melalui beberapa 
tahapan, yaitu:  
1. Seleksi Administrasi 
Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang 
mendukung persyaratan. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat 
struktural yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti 
seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan struktural. 
Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-
undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian masing-masing. 
Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif 
antara kualifikasil latar belakang pendidikan/ijasah, pengalaman kerja, 
serta rekam jejak yang bersangkutan dengan persyaratan yang 
dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki. 
2. Seleksi Kompetensi. 
Calon pejabat struktural yang telah dinyatakan lulus dalam Seleksi 
Administrasi, maka tahapan selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi. 
Seleksi ini akan menguji pengetahuan calon pejabat struktural. Tahapan 
dalam melakukan seleksi kompetensi dapat dikategorikan menjadi 
beberapa tahap yakni: 
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a) Kompetensi Manajerial 
Yang dimaksud dengan kompetensi manajerial adalah kompetensi 
atau kemampuan pegawai dalam melakukan manajemen atau pengaturan 
tata kelola kerja dalam pelaksanaan suatu fungsi atau program kerja 
kepegawaian. Peranan utama kompetensi manajerial tersebut adalah 
untuk mengelola dan mengatur berbagai sumber daya dalam lingkungan 
kepegawaian, baik sumber daya tenaga kerja, infrastruktur, dan 
sebagainya guna sehingga mampu berhasil guna secara maksimal. 
Dengan kata lain, kompetensi ini tidak menitikberatkan pada kemampuan 
spesifik pegawai dalam suatu bidang tertentu yang digelutinya, melainkan 
pada kemampuan manajerial atau kemampuannya dalam melakukan 
manajemen kerja. 
Seleksi kompetensi manajerial pada entitasnya dibedakan 
berdasarkan jenjang kepangkatan jabatan struktural yang diinginkan. 
Adapun beberapa metode kompetensi manajerial terkait hal tersebut, 
yakni:  
1) untuk jabatan struktural eselon I dan II, menggunakan metode 
assessment center sesuai kebutuhan masing-masing instansi, 
tidak boleh kurang dari jumlah atau jenis metode yang 
digunakan bagi penilaian untuk menduduki jabatan struktural 
dibawahnya; 
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2) untuk jabatan struktural eselon III, paling kurang menggunakan 
psikometri, wawancara kompetensi dan analisa kasus atau 
presentasi; 
3) untuk jabatan struktural eselon IV dan V, paling kurang 
menggunakan psikometri dan kuesioner; 
Untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode assessmen 
center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, 
wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi. Standar 
kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh masing-masing 
instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat dibantu oleh assessor. 
Adapun kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi. 
b) Kompetensi Bidang 
Kompetensi bidang merupakan kompetensi, kemampuan, dan/atau 
keahlian yang dimiliki pegawai dalam suatu bidang tertentu secara 
spesifik. Kompetensi ini menekankan pada kemampuan atau keahlian 
individual pegawai dalam melakukan kerja untuk melaksanakan suatu 
fungsi kerja tertentu yang bersifat spesifik terhadap suatu bidang kerja, 
misalnya dalam bidang pengembangan wilayah tata kelola ruang, 
pertanian, kelautan, komputer, dan sebagainya. 
Adapun ketentuan-ketentuan umum yang lazim digunakan dalam 
proses seleksi untuk menentukan kualifikasi kompetensi bidang, termasuk 
pada seleksi terbuka di wilayah Kabupaten Maros, yaitu: 
a. Menggunakan metode tertulis dan wawancara; 
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b. Standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan oleh 
masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan dapat 
dibantu oleh assessor. 
1) Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Bidang 
ditetapkan oleh masing-masing instansi mengacu pada 
ketentuan yang ada atau bila belum terpenuhi dapat 
ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan di instansi masing-
masing. 
2) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim 
Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi. 
3. Penyampaian Hasil Seleksi 
Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi 
secara terbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media 
elektronik (termasuk media on-line/internet) sesuai dengan anggaran yang 
tersedia. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan 
menyusun peringkat nilai. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai 
sebagai berikut: 
i. Jabatan Struktural Eselon I kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 
ii. Jabatan Struktural Eselon II, nI, IV dan V kepada Ketua Badan 
Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan. 
Hasil penilaian jabatan struktural eselon I dipilih oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai 
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tertinggi untuk disampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir. 
Hasil penilaian jabatan struktural eselon II, III, IV dan V, dipilih oleh Badan 
Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan sebanyak 3 (tiga) calon sesuai 
urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina 
Kepegawaian. 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan surat edaran ini, agar 
instansi merencanakan dan menyiapkan anggaran yang diperlukan secara 
efisien pada DIPA masing-masing. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara 
terbuka, sebagai berikut: 
a) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah 
menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 
b) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disamping 
menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi terbuka kepada 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, dan menyampaikan pula kepada Menteri Dalam 
Negeri. 
Dalam prakteknya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 
pengisian jabatan struktural secara terbuka telah dilakukan sebanyak 6 
(enam) kali proses penerimaan, yang ditunjukkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1: Daftar Jumlah Peserta Tes Kompetensi Pengisian Jabatan 
Struktural di Kabupaten Maros 
No. Tanggal Jabatan Jumlah Pendaftar (orang) 
1 8 Maret 2012  ESELON II-B 6 
2 9 Januari 2013 
ESELON III-A 29 
ESELON III-B 83 
ESELON IV-A 12 
ESELON IV-B 56 
3 30 Januari 2013 
ESELON II-B 15 
ESELON III-A 12 
ESELON III-B 25 
4 14 Maret 2013 
ESELON IV-A 28 
ESELON IV-B 51 
5 20 Agustus 2013 
ESELON III-A 12 
ESELON III-B 18 
ESELON IV-A 15 
6 21 November 2013 
ESELON III-A 17 
ESELON III-B 5 
ESELON IV-A 51 
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maros 
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Adapun daftar hasil pemilihan dari seleksi pengisian jabatan 
struktural di Kabupaten Maros, yakni: 
Tabel 4.2: Daftar Hasil Pemilihan Pejabat Struktural ESELON IV-A 
Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros 
No Nama/ NIP 
Pangkat/ Gol 
Ruang 
Jabatan 
Jabatan yang 
Dipilih 
1 Drs. FERY IRFAN 
SULI 
19680716 2002701 1 
029 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2011 
Staf pada Dinas 
Pendapatan 
Daerah 
Kasubag Program 
Dispenda 
2 NURJANNAH, S.Sos 
19651103 198602 2 
006 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/d 
1-4-2013 
KTU UPT 
Koperindag 
Wilayah Kec. 
Mandai dan Kec. 
Marusu 
Kasubag 
Kepegawaian dan 
Umum 
3 SRI REJEKI, SS 
19751230 200604 2 
008 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2010 
Staf pada Dinas 
Pemuda 
Olahraga dan 
Seni 
Kasubag Keuangan 
Dinas Pemuda 
Olahraga dan Seni 
4 ANDI SALAHUDDIN, 
ST 
19750414 200801 1 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
Staf pada Dinas 
Tata Ruang dan 
Perumahan 
Kasubag Keuangan 
pada Dinas Tata 
Ruang dan 
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No Nama/ NIP 
Pangkat/ Gol 
Ruang 
Jabatan 
Jabatan yang 
Dipilih 
010 1-4-2012 Perumahan 
5 ANDI FATIMAH, ST, 
M.Si 
19740114 200701 2 
007 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2011 
Staf pada Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
Kasi Perencanaan 
Teknis Jalan, 
Jembatan, dan 
Irigasi Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
6 DELIANTY HAYASI, 
SS 
19780117 200604 2 
005 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2010 
Staf pada Kantor 
Kelurahan 
Hasanuddin Kec. 
Mandai 
Kasubag Program 
Sekreariat Kesbang 
Poliik 
7 Hj. RAODAH, ST 
19741117 200903 2 
001 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2013 
Staf pada Dinas 
Tata Ruang dan 
Perumahan 
Kasi Penyusunan 
Rencana Dinas 
Tata Ruang dan 
Perumahan 
8 YANTI ARIYANTI, ST 
19800503 200604 2 
016 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2010 
Staf pada Badan 
Lingkungan 
Hidup, 
Kebersihan dan 
Pertaman 
Kasubag Program 
Dinas Pemuda 
Olahraga dan Seni 
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No Nama/ NIP 
Pangkat/ Gol 
Ruang 
Jabatan 
Jabatan yang 
Dipilih 
9 SUSANA PASANG, 
SE 
19700424 199510 2 
001 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2010 
Kasubag 
Keuangan pada 
Kantor 
Kecamatan 
Kasubag Keuangan 
pada Dinas 
Perikanan, 
Kelautan, dan 
Peternakan 
10 SURYATI MANSJUR, 
ST 
19750926 200801 2 
004 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2012 
Staf pada Dinas 
Tata Ruang dan 
Perumahan 
Kasubag Program 
pada Dinas Tata 
Ruang dan 
Perumahan 
11 NURWAHIDA 
TULHUSNA, SE 
19751101 200701 2 
018 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2012 
Staf pada Dinas 
Tata Ruang dan 
Perumahan 
Kasi Jaringan dan 
Komunikasi pada 
Kantor Komunikasi 
dan Informasi 
 
 
12 MUHAMMAD SALEH, 
S.Pt, M.Si 
19690413 200701 1 
029 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2013 
Staf pada Dinas 
Perikanan, 
Kelautan dan 
Peternakan 
Kasubag Keuangan 
pada Badan 
Pelaksana 
Penyuluhan dan 
Ketahanan Pangan 
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No Nama/ NIP 
Pangkat/ Gol 
Ruang 
Jabatan 
Jabatan yang 
Dipilih 
13 MUHAMMAD KASIM. 
H, SE, M.Si 
19730317 200701 1 
013 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2012 
KTU Badan 
Pelaksana 
Penyuluhan dan 
Ketahanan 
Pangan Kec. 
Camba 
Kasubag Anggaran 
dan 
Perbendaharan 
pada Sekretariat 
Daerah 
14 ARDIYANSYAH, S. IP 
19880711 200701 1 
001 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2011 
Kasi 
Pemerintahan 
pada Kantor 
Kelurahan Raya 
Kec. Turikale 
Kasi Pengelolaan 
Data pada Kantor 
Komunikasi dan 
Informasi  
15  MARINI OKTOFIANA, 
SE 
Penata Muda 
Tk. I, 
III/b 
1-4-2011 
Staf pada Badan 
Pengelola 
Keuangan 
Daerah 
Kasubag Program 
pada Badan 
Pengelola 
Keuangan Daerah 
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maros 
 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dilakukan penerimaan hasil 
seleksi dalam berbagai wilayah kerja dan terjadi penerimaan hasil seleksi 
jabatan struktural dari pegawai yang berasal dari wilayah kerja yang 
berbeda. Dari uraian mengenai ketentuan dan mekanisme pengisian 
80 
 
jabatan struktural di atas, dapat dilihat adanya upaya untuk menciptakan 
sistem pengisian jabatan struktural secara transparan/terbuka, sehingga 
akan mereduksi berbagai praktek-praktek menyimpang yang kerap 
dilakukan sebelumnya dalam mekanisme pengisian jabatan secara 
tertutup. Dengan sifat keterbukaannya, maka praktek pengangkatan 
jabatan yang sebelumnya banyak memanfaatkan alasan-alasan politis, 
seperti relasi politik, hubungan kekeluargaan , serta aspek ekonomi yang 
menjadi akar terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme akan 
mampu teratasi. Sehingga nantinya akan benar-benar mampu dalam 
memberikan pelayanan publik yang maksimal dan memenuhi berbagai 
aspirasi masyarakat secara luas. Setiap orang, tanpa melihat status, 
dapat mencalonkan diri untuk menduduki jabatan strukutral yang dituju, 
sehingga benar-benar menjamin hak pegawai untuk menduduki suatu 
jabatan struktural sesuai dengan kualifikasi dan profesionalisme kerjanya. 
Di sisi lain, dengan berbagai persyaratan dan kemungkinan 
dilakukannya pengisian jabatan dari pegawai dengan wilayah kerja yang 
berbeda, maka aspek kualitas dan kompetensi benar-benar menjadi hal 
utama, sehingga nantinya mampu menciptakan pejabat-pejabat yang 
berkinerja maksimal, profesional,  berakhlak mulia, dan bekerja pada 
posisi sesuai dengan kompetensinya masing-masing (the right man on the 
right position) yang juga sesuai dengan amanat tata kelola pemerintahann 
yang baik. 
 
 
81 
 
 
B. Legitimasi Pengisian Jabatan Struktural Secara Terbuka 
Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, dalam sila ke-
5, memuat salah satu nilai luhur yang menghendaki tercapainya keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang merupakan sumber 
dari segala sumber hukum Indonesia mencita-citakan keadilan yang 
mampu diejawantahkan dalam berbagai aspek kehidupan Indonesia, 
termasuk dalam hal pengisian berbagai jabatan pemerintahan yang akan 
menjadi penggerak dari berbagai proses kenegaraan yang ada. 
Landasan dasar dalam pancasila tersebut kemudian 
diejawantahkan dalam dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap 
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan. Landasan tersebutlah yang berusaha dicapai dalam 
pengisian jabatan struktural secara terbuka, yang menghendaki adanya 
penjaminan hak bagi setiap warga negara untuk mendaftarkan  diri dalam 
pengisian jabatan struktural. Pengisian jabatan struktural dalam 
pemerintahan hendaknya dilakukan dengan prinsip profesionalisme 
sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerja yang ditetapkan untuk 
jabatan itu secara objektif, tanpa membedakan jenis kelami, agama, ras, 
suku, golongan, status sosial, ekonomi, serta hal-hal lainnya yang bersifat 
politis. 
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Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 tahun 
1999 jo Undang-Unang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian, antara lain mengamanatkan bahwa setiap PNS diangkat 
dalam jabatan dan pangkat tertentu. Pengangkatan PNS dalam suatu 
jabatan dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 
jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, agama, ras, atau golongan. 
Konteks ”terbuka” secara harfiah menyiratkan semua orang, tanpa 
melihat status, boleh mencalonkan. Akan tetapi, realitasnya hal ini 
dibatasi, karena pendaftaran pencalonan hanya terbuka bagi PNS, dan 
tertutup bagi non-PNS. Ketertutupan ini merupakan amanat dari PP 
Nomor 13 Tahun 2002 tentang dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan 
Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan 
Kabupaten/Kota. Jadi, diskursus tentang lelang jabatan, tepatnya 
pengisian jabatan struktural secara terbuka telah sesuai diletakkan dalam 
konteks birokrasi pemerintah. 
Ketentuan pengisian jabatan struktural secara terbuka yang 
melegitimasi pencalonan dari satu kementerian, lembaga, dan provinsi ke 
kementerian, lembaga, dan provinsi yang lain. Hal tersebut merupakan 
terobosan yang bijak untuk mengoreksi kelemahan pelaksanaan otonomi 
daerah, sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah. Sebagai penentu keberhasilan pemerintahan, PNS 
pengisi jabatan harus diseleksi secara terbuka berdasarkan kompetensi, 
profesionalisme; selain berakhlak mulia. 
Prosedur pengisian jabatan struktural yang dilangsungkan di 
daerah otonom secara yuridis berbasiskan pada beragam peraturan 
Gubernur di tingkat Propinsi dan Peraturan Walikota/Bupati di tingkat 
Kabupaten/Kota. Selain itu, segala peraturan tersebut merupakan 
pengejewantahan dari peraturan-peraturan diatasnya. 
Penulis telah mengadakan penelitian di Kantor Pemerintah 
Kabupaten Maros terkait dengan pelaksanaan pengisian jabatan struktural 
secara Terbuka dan Pemerintah Kota Makassar terkait dengan 
pelaksanaan pengisian jabatan struktural secara tertutup. Aktualisasi dari 
prosedur tersebut telah dijelaskan secara komprehensif pada bahasan 
sebelumnya.  
Berdasarkan hasil penelitian Penulis, Pemerintah Kabupaten Maros 
melaksanakan pengisian jabatan secara terbuka berbasis pada 
Keputusan Bupati Maros No. 35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 Tentang 
Mekanisme, Prosedur dan Sistem Pengangkatan Pejabat Eselon II, III 
Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dan 
Pemerintah Kota Makassar dengan sistem tertutupnya hanya berbasis 
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002  Tentang Perubahan Peraturan 
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Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam Jabatan Struktural. 
Penulis dalam skripsi ini hanya akan mengkaji keabsahan dari 
Keputusan Bupati Maros No. 35/KPTS/821.2/BKDD/X/2010 Tentang 
Mekanisme, Prosedur dan Sistem Pengangkatan Pejabat Eselon II, III 
Dan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Keabsahan 
peraturan tersebut hanya bisa dilakukan dengan menguji klausul-klausul 
yang termuat dalam peraturan tersebut terhadap segala ketentuan dari 
peraturan-peraturan yang ada diatasnya secara normatif.  
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian antara lain mengamanatkan bahwa: 
a. Setiap Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat 
tertentu. 
b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilakukan 
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, 
prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan 
itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, agama, ras, atau golongan. 
c. Dalam rangka usaha untuk meningkatkan mutu dan keterampilan 
serta memupuk kegairahan bekerja, maka perlu dilaksanakan 
pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 
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d. Sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem 
pembinaan karier tertutup dalam arti negara, maka dimungkinkan 
perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari 
Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke 
Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau 
sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang 
bersifat manajerial. 
Pasal 4 poin (1) Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 
2002 menyatakan bahwa Pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural 
ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Selanjutnya pada 
pasal 5 poin (1) menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat: 
dalam jabatan struktural, adalah:  
a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil 
b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah 
jenjang pangkat yang ditentukan 
c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan 
d. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai 
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan 
f. Sehat jasmani dan rohani 
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Pasal 6 menyatakan bahwa di samping persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan 
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor 
senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, 
dan pengalaman yang dimiliki. 
Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengisian 
Jabatan Struktural Yang Lowong di Instansi Pemerintah menginstruksikan 
agar proses pengisian jabatan struktural dilakukan berdasarkan sistem 
merit dan terbuka. Keputusan Bupati Maros juga menekankan bahwa 
pengangkatan PNS ke dalam jabatan struktural yang lebih tinggi 
(Promosi) maupun pengangkatan Kepala Sekolah didasarkan atas 
perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karier dengan 
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.    
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa mekanisme pengisian 
jabatan struktural secara terbuka adalah absah atau legitim, karena telah 
sesuai dengan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh pancasila, serta 
bersifat konstitusional, dan sesuai dengan aturan-aturan turunan dan 
teknis di bawahnya. Berbagai regulasi tersebut, melegitimasi mekanisme 
pengisian jabatan struktural secara terbuka sebagai mekanisme pengisian 
jabatan yang akan menciptakan penempatan pejabat sesuai dengan 
kualifikasi dan profesionalitas kerjanya, dan tetap menjungjung tinggi nilai 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1) Mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka dimulai 
dengan mengadakan pengumuman. Selanjutnya untuk tata cara 
pelaksanaan, diawali dengan pembentukan panitia seleksi oleh 
Pejabat Pembina Kepegawaian. Panitia seleksi melaksanakan 
seleksi dengan dibantu oleh tim penilai kompetensi yang 
independen dan Baperjakat. Pelaksanaan seleksi terbagi menjadi 
seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Dalam melakukan 
penilaian kompetensi bidang dilakukan dengan cara menggunakan 
metode tertulis dan wawancara. Hasil penilaian beserta 
peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada 
Panitia Seleksi yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua 
Baperjakat. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap 
seleksi secara terbuka. 
2) Mekanisme pengisian jabatan struktural secara terbuka adalah 
absah atau legitim, karena telah sesuai dengan nilai-nilai luhur 
yang diamanatkan oleh pancasila, serta konstitusional, dan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai regulasi 
tersebut, melegitimasi mekanisme pengisian jabatan struktural 
secara terbuka untuk menciptakan penempatan pejabat sesuai 
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dengan kualifikasi dan profesionalitas kerjanya, dan tetap 
menjungjung tinggi nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
B.  Saran 
1. Pengisian jabatan secara terbuka sebaiknya dilakukan secara 
menyeluruh di pemerintahan daerah. Mengingat adanya prinsip 
keterbukaan dalam pengangkatan jabatan struktural yang tetap 
mengedepankan sistem merit. Selain itu, intensitas adanya politik 
kekerabatan dan praktek praktek nepotisme juga dapat diredam 
dengan adanya mekanisme terbuka tersebut. 
2. Aparatur yang berperan dalam proses seleksi atau pengisian 
jabatan sebaiknya lebih ditingkatkan kapabilitasnya sehingga ketika 
pengisian jabatan secara terbuka dilaksanakan maka output yang 
dihasilkan dalam proses seleksi dapat dijamin kualitasnya. 
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